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Abstract

This study aims to determine the financial performance of the Balikpapan City
Government in 2017-2021 in terms of regional financial ratios, namely the Level of
Dependence, the Level of Independence, the Level of Effectiveness, the Level of
Efficiency, and the Degree of Decentralization. The research method used in this study
is a descriptive research method with a quantitative approach. The results of this study
show that during 2017-2021 the average financial performance of the Balikpapan City
Government as measured using the Dependency Level is said to be "Very High" with an
average percentage of dependency level of 70,34%, measured using the level of
independence is said to be "low" with an average percentage of the level of
independence that is 38.64%, measured using the Level of Effectiveness is said to be
"Very Effective™ with an average percentage of the effectiveness level of 110.87%,
measured using the Efficiency Level is said to be "Inefficient” with an average
percentage of efficiency level of 299.44%, measured using the Degree of
Decentralization it is said to be "Enough" with an average percentage of the degree of
decentralization of 28.00%.

Keywords: Local Government Financial Performance, Dependency Level,
Independence Level, Effectiviness Level, Efficiency Level, Degree of Decenttralization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota
Balikpapan tahun 2017-2021 yang di tinjau dari rasio keuangan daerah yaitu Tingkat
Ketergantungan, Tingkat Kemandirian, Tingkat Efektivitas, Tingkat Efisiensi, dan
Derajat Desentralisasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah
metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa selama tahun 2017-2021 rata-rata kinerja keuangan Pemerintah
Kota Balikpapan yang di ukur menggunakan Tingkat Ketergantungan dikatakan
“Sangat Tinggi” dengan rata-rata persentase tingkat ketergantungan yaitu 70,34%, di
ukur menggunakan Tingkat Kemandirian dikatakan ‘“Rendah” dengan rata-rata
persentase tingkat kemandirian yaitu 38,64%, di ukur menggunakan Tingkat Efektivitas
dikatakan “Sangat Efektif” dengan rata-rata persentase tingkat efektivitas yaitu
110,87%, di ukur menggunakan Tingkat Efisiensi dikatakan “Tidak Efisien” dengan
rata-rata persentase tingkat efisiensi yaitu 299,44%, di ukur menggunakan Derajat
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Desentralisasi dikatakan “Cukup” dengan rata-rata persentase derajat desentralisasi

yaitu 28,00%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, Tingkat
Kemandirian, Tingkat Efektivitas, Tingkat Efisiensi, Derajat Desentralisasi.

Pendahuluan

Pemerintah daerah diberikan hak
otonomi daerah yang dimana bertujuan
untuk memberikan wewenang terhadap
daerah atas pengelolaan keuangan secara
mandiri agar daerah tersebut dapat
mengelola keuangan sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan oleh daerah
itu sendiri sehingga pengelolaannya
menjadi lebih tepat sasaran, efektif dan
efisien. Adapun tujuan dari adanya
pemberian ~ otonomi  daerah  dan
desentralisasi fiskal menurut UU No. 32
Tahun 2005 vyaitu untuk meningkatkan
kemandirian serta mengurangi
ketergantungan fiskal pemerintah daerah
terhadap pemerintah pusat

Dari pemberian kewenangan, pemerint
ah daerah dituntut pertanggungjawabanny
a dalam bentuk akuntabilitas sektor publi
k. Di dalam pemerintahan juga terdapat
adanya beberapa pelayanan public yang
membutuhkan anggaran dalam
pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan
adanya pemberian otonomi daerah. Hal
ini adalah wujud dari pemberian
kewenangan yang lebih luas untuk
penyelenggaraan keuangan negara dari
pemerintah  pusat ke  pemerintah
Kabupaten/Kota (Hakim,2018).

Namun dengan adanya pemberian
kewenangan kepada pemerintah daerah
dalam mengelola keuangannya sendiri
tidak menjamin adanya peningkatan
kemandirian dan pengurangan tingkat

ketergantungan fiscal pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat. Sebab ada
beberapa hal-hal yang membuat tingginya
tingkat ketergantungan pemerintah daerah
terhadap pemerintah  pusat  seperti
pemerintah kota Balikpapan yang sumber
pendapatan daerahnya hanya berasal dari
pajak hotel dan restoran yang tidak
sebanding dengan jumlah pengeluaran
pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan
kemampuan dari pemerintah daerah yang
telah diberi kewenangan dalam mengurus
pembiayaan daerahnya sendiri. Kemudian
terdapat pengeluaran daerah yang dimana
pengelolaan tersebut harus
diselenggarakan dengan akuntabel dan
lebih transparan agar terdapat keefektifan
serta keefisienan terhadap pengeluaran
daerah.

Kinerja keuangan daerah merupakan
tingkat dari pencapaian suatu hasil kerja
pada bidang keuangan daerah dalam
memenuhi kebutuhan suatu daerah yang
telah diberi otonom oleh pemerintah
pusat. Tingkat keberhasilan dari sebuah
kinerja keuangan dapat dilihat dari
laporan keuangan yang telah disajikan,
namun perlu diadakannya sebuah
pengukuran terkait kinerja keuangan
pemerintah daerah tersebut. Pegukuran
kinerja keuangan pemerintah merupakan
bagian dari pengukuran kinerja keuangan
sektor publik yang merupakan sebuah
sistem yang bertujuan untuk membantu
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manajer publik menilai pencapaian suatu
strategi memulai alat ukur finansial dan
nonfinansial (Mardiasmo, 2018:151).

Kajian Literatur

1. Kinerja Keuangan

Menurut (Sudaryo, 2017: 9), kinerja
keuangan pemerintah daerah adalah suatu
ukuran kinerja yang menggunakan
indicator keuangan. Analisis Kinerja
keungan pada dasarnya dilakukan untuk
menilai kinerja dimasa lalu dengan
melakukan berbagai analisis keuangan
sehingga diperoleh posisi keuangan yang
mewakili realitas entitas dan potensi-
potensi Kinerja yang akan berlanjut.
Menurut (Putra, 2018: 50), Kkinerja
keuangan pemerintah daerah adalah salah
satu bentuk penilaian dengan asas
manfaat dan efisiensi dalam penggunaan
anggaran keuangan.

2. Tingkat Ketergantungan

Menurut (Putra, 2018: 62), tingkat
ketergantungan daerah yaitu dimana jika
semakin tinggi nilai persentase rasio ini,

maka semakin besar tingkat
ketergantungan pemerintah  daerah
terhadap  pemerintah  pusat  atau
pemerintah provinsi.

Menurut (Bisma, 2010: 78), rasio
ketergantungan adalah ukuran

kemampuan daerah dalam membiayai
aktivitas pembangunan daerah melalui
optimalisasi PAD, yang diukur dengan
rasio antara PAD dengan total APBD
tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Menurut (Mahmudi, 2010: 142), rumu
sdarirasio  ketergantungan  sebagai
berikut:

Pendapatan Transfer
Ratio Ketergantungan = % 1009
Total Pendapatan

3. Tingkat Kemandirian

Menurut (Putra, 2018: 61), tingkat
kemandirian adalah jika semakin tinggi
rasio kemandirian keuangan daerah
mengandung rasio  bahwa  tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan
pihak eksternal (terutama pemerintah
pusat dan provinsi) semakin rendah, dan
demikian pula sebaliknya.

Menurut (Ulum MD, 2012: 31), rasio

kemandirian yaitu menunjukan
kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan

pemerintahannya, pembangunan  dan
pelayanan kepada masyarakat yang telah
membayar pajak dan retribusi sebagai
sumber pendapatan yang diperlukan
daerah.

Menurut (Mahmudi, 2010: 142), rumu
s dari rasio kemandirian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah
Ratio Kemandirian = — x100%
Transfer Pusat + Transfer Provinsi

4. Tingkat Efektivitas

Menurut  (Putra, 2018:63), rasio
efektivitas adalah jika semakin besar
anggaran realisasi penerimaan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)
dibandingkan  dengan  target  dari
penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) maka akan semakin efektif sebuah
kinerja keuangan pemerintah, dan begitu
pula sebaliknya.

Menurut  (Ulum MD, 2012:31),
menggambarkan kemampuan pemerintah
daerah dalam merealisasikan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang direncakan
dibandingkan  dengan  target yang
ditetapkan berdasarkan potensi riil
daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas
maka semakin baik Kinerja pemerintah
daerah.  Adapun  rumus  daripada
perhitungan rasio tingkat efektivitas,
yaitu:

y Reaslisasi Pendapatan Asli Daerah
Efektivitas PAD =

% 1009
Target Penerimaan PAD &

5. Tingkat Efisiensi

Menurut (Putra, 2018:63), tingkat
efisiensi adalah jika semakin besar suatu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) maka Kkinerja dari pemerintah
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daerah tersebut semakin baik begitupun
sebaliknya, jika  tingkat efisiensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin
meningkat atau besar, maka kinerja
keuangan pemerintah daerah tersebut
semakin besar pula.

Menurut (Ulum MD, 2012:32), tingkat
efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan
perbandingan antara besarnya biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh
pendapatan dengan realisasi pendapatan
yang diterima. Berikut rumus perhitungan
tingkat efisiensi:

Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD

Efiziensi PAD = x 1009

Realisasi Penerimaan PAD

6. Derajat Desentralisasi

Menurut (Mahmudi, 2016:169), derajat
desentralisasi merupakan perghitunngan
yang berdasarkan pada perbandingan
anatra jumlah Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dengan total penerimaan daerah.
Rasio ini menunjukan derajat kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
total penerimaan daerah.

Menurut (Putra, 2018:62), tingkat
derajat desentralisasi yaitu hasil dari
perhitungan persentase rasio  yang
didasarkan pada perbandingan antara
jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dengan total dari penerimaan daerah.
Berikut adalah rumus dari perhitungan

tingkat derajat desentralisasi:

Pendapatan Asli Daerah
Derajat Desentralisasi = : X 100%
Total Penerimaan Daerah

Metode Penelitian
1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dan menggunakan
metode penelitian deskriptif.
2. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini berupa
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
pemerintah kota Balikpapan. Dengan
sampel dari penelitian ini yaitu Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah

0

Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 (5
tahun).
3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan
analisis rasio keuangan daerah berupa
analisis rasio tingkat ketergantungan,
analisis rasio tingkat kemandirian,
analisis rasio tingkat efektivitas, analisis
rasio tingkat efisiensi, dan analisis rasio
derajat desentralisasi.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah
Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 dapat
dijelaskan secara mendetail melalui
deskripsi variabel penelitian dibawah:
1. Tingkat Ketergantungan

Tabel 1
Tingkat Ketergantungan Pemerintah
Kota Balikpapan Tahun 207-2021

Tah Pend. Total Rasio | Ketera
un | Transfer | Pendapa | Keterg | ngan
(Rp) tan (Rp) | antun
gan
201 | 1.367.13 | 1.938.30 | 70,53 | Sangat
7 445952 | 9.743.31 | % Tinggi
6 2
201 | 1.546.33 | 2.227.83 | 69,40 | Sangat
8 2.853.27 | 2.853.27 | % Tinggi
7 7
201 | 1.835.60 | 2.527.02 | 72,63 | Sangat
9 2.843.21 | 7.291.91 | % Tinggi
8 8
202 | 1.534.12 | 2.084.61 | 73,59 | Sangat
0 5.698.88 | 6.352.50 | % Tinggi
9 2
202 | 1.466.65 | 2.222.15 | 66,00 | Sangat
1 9.901.92 | 0.032.52 | % Tinggi
4 4
Rata-rata 70,43 | Sangat
% Tinggi

Sumber : Data diolah sendiri

Pada tabel 1 di atas, dapat diketahui
bahwa rasio tingkat ketergantungan
pemerintah kota Balikpapan pada tahun
2017-2021 mengalami fluktuasi. Dimana
pada tahun 2017 tingkat ketergantungan
pemerintah kota Balikpapan sebesar
70,53%, kemudian turun menjadi 69,40%
di tahun 2018. Di tahun selanjutnya yaitu
tahun 2019 persentase rasio
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ketergantungan ~ meningkat  sebesar
72,63% dan kembali meningkat pada
tahun 2020 sebesar 73,59%, kemudian di

tahun 2021 persentase rasio
ketergantungan menurun menjadi
66,00%.
2. Tingkat Kemandirian

Tabel 2

3. Tingkat Efektivitas
Tabel 3
Tingkat Efektivitas Pemerintah Kota
Balikpapan Tahun 2017-2021

Tingkat Kemandirian Pemerintah
Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Ta | Realisasi PAD Rasio | Ketera

hu PAD yang Efekt | ngan
n (Rp) Dianggar | ivitas
kan (Rp)

201 | 612.250. | 568.575.2 | 107,6 | Sangat
7 040.990 | 83.786 8% Efektif
201 | 646.868. | 678.500.0 | 95,33 | Cukup
8 407.485 | 00.000 % Efektif
201 | 764.087. | 688.424.4 | 110,9 | Sangat
9 241.241 | 48.700 9% Efektif
202 | 609.057. | 471.519.3 | 129,1 | Sangat
0 640.903 | 53.613 6% Efektif
202 | 755.062. | 675.712.7 | 111,1 | Sangat
1 500.914 | 43.600 7% Efektif
Rata-rata 110,8 | Sangat
7% Efektif

Sumber : Data diolah sendiri
Dapat dilihat pada tabel 3 diatas bahwa

persentase pada tahun 2017 yaitu sebesar
107,68% tetapi mengalami penurunan
tingkat efektivitas pada tahun berikutnya
yaitu pada tahun 2018 yaitu 95,33%.
Kemudian kembali meningkat pada tahun
2019 menjadi 110,99% dan untuk tahun
2020 meningkat kembali  menjadi
129,16% serta pada tahun 2021 menurun
menjadi  111,17% tetapi hal tersebut
masih  dalam batas efisien sebab
persentasenya >100%.

Ta | PAD | Transf | Transf | Rasi | Keter
hu | (Rp) er er 0 anga
n Pusat | Provin | Kem n
(Rp) | si(Rp) | andi
rian
20 | 568. | 1.080. | 286.80 | 42,1 | Rend
17 | 575. | 333.34 | 1.119. | 4% ah
283. | 0.526 000
786
20 | 678. | 1.222. | 323.51 | 36,7 | Rend
18 | 500. | 821.15 | 1.696. | 6% ah
000. | 7.277 000
000
20 | 688. | 1.357. | 478,53 | 37.5 | Rend
19 | 424. | 064.38 | 8.453. | 0% ah
448. | 9.353 865
700
20 | 471. | 1.193. | 340.98 | 30,7 | Rend
20 | 519. | 137.67 | 8.027. | 3% ah
353. | 1.889 000
613
20 | 675. | 1.069. | 397.44 | 46,0 | Rend
21 | 712. | 214.71 | 5.190. | 7% ah
743. | 1.924 000
600
Rata-rata 38,6 | Rend
4% ah

Sumber : Data diolah sendiri

Pada table 2 diatas, dapat diketahui
bahwa pesentase rasio kemandirian
pemerintah kota Balikpapan selama tahun
2017-2021 mengalami fluktuasi. Dimana
pada tahun 2017 tingkat kemandirian
pemerintah kota Balikpapan sebesar
42,14%. Kemudian menurun ditahun
2018 yaitu sebesar 37,76%  dan
meningkat menjadi 37,50% pada tahun
2019 tetapi kembali menurun di tahun
2020 yaitu sebesar 30,73%. Kemudian
persentase rasio kemandirian kembali
meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar
46,07%.

4. Tingkat Efisiensi

Tabel 4

Tingkat Efisiensi Pemerintah Kota

Balikpapan Tahun 2017-2021

Biaya Realisasi | Rasio
Ta untuk Penerima | Efisie | Ketera
hu | Memung an PAD nsi ngan

n ut PAD (Rp)

(Rp)
201 | 1.462.537. | 568.575.2 | 257,2 | Tidak
7 630.165 83.786 2% Efisien
201 | 1.653.090. | 678.500.0 | 243,6 | Tidak
8 013.488 00.000 3% Efisien
201 | 1.943.252. | 688.424.4 | 282,3 | Tidak
9 515.152 48.700 4% Efisien
202 | 1.808.667. | 471.519.3 | 383,5 | Tidak
0 655.006 53.613 8% Efisien
202 | 2.063.978. | 675.712.7 | 305,4 | Tidak
1 928.761 43.600 5% Efisien

Rata-rata 294,4 | Tidak
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| 4% [ Efisien |

Sumber : Data diolah sendiri

Pada tabel 4 tersebut dapat di liat pada
tahun 2017 persentase rasio efisiensi
yaitu sebesar 257,22% yang kemudian
menurun menjadi 243,63% pada tahun
2018, tetapi kembali meningkat pada
tahun 2019 dan 2020 yaitu 282,34% dan
383,58% dan turun kembali pada tahun
2021 yaitu sebesar 305,45%.
5. Derajat Desentralisasi

Tabel 5
Derajat Desentralisasi Pemerintah
Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Ta PAD Total Deraja | Ketera
hu (Rp) Penerima t ngan
n an PAD | Desent
(Rp) ralisas
i
20 | 568.575. | 1.938.309. | 29,33 | Cukup
17 | 283.786 | 743.312 %
20 | 678.500. | 2.227.832. | 30,45 | Sedang
18 | 000.000 | 853.277 %
20 | 688.424. | 2.527.027. | 27,24 | Cukup
19 | 448.700 | 291.918 %
20 | 471.519. | 2.084.616. | 22,61 | Cukup
20 | 353.613 | 352.502 %
20 | 675.712. | 2.222.150. | 30,40 | Sedang
21 | 743.600 | 032.524 %
Rata-rata 28,00 | Cukup
%

Sumber : Data diolah sendiri

Pada tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa
pada tahun 2017 persentase derajat
desentralisasi pemerintah kota
Balikpapan  yaitu sebesar 29,33%
kemudian meningkat menjadi 30,45%
pada tahun 2018, lalu pada 2 (dua) tahun
setelahnya mengalami penurunan yaitu

menjadi  27,24% dan 22,61%, tetapi
meningkat kembali pada tahun 2021
sebesar 30,40%.

Simpulan dan Saran
1. Kesimpulan

Kinerja keuangan pemerintah Kota
Balikpapan dilihat dari  tingkat
ketergantungan daerah adalah sangat
tinggi sebab persentase
ketergantungannya >50%. Kinerja
keuangan pemerintah Kota Balikpapan

dilinat dari tingkat kemandiriannya
adalah rendah sebab memiliki persentase
tingkat kemandirian <50%. Kinerja
keuangan pemerintah Kota Balikpapan
dilihat dari tingkat efektivitas adalah
sangat efektif karena persentase tingkat
efektivitasnya >100%. Kinerja keuangan
pemerintah Kota Balikpapan dilihat dari
tingkat efisiensi adalah tidak efisien
sebab persentase tingkat efisiensi >100%.

Kinerja keuangan pemerintah Kota
Balikpapan  dilihat  dari  derajat
desentralisasi adalah  cukup  sebab
memiliki  persentase pada  Kisaran
20,01%-30,00%.

2. Saran

Pemerintah Kota Balikpapan
sebaiknya mengurangi tingkat
ketergantungan finansial kepada

pemerintah pusat atau provinsi agar dapat
meningkatkan kemandirian daerah serta
pemerintah dapat lebih efisien dalam
penggunaan biaya daerah.
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